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BUPATI BENGKULU UTARA,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1)
dan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Bengkulu Utara tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 19 Tahun
2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4
Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat
Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-
Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57)
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk
Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I
Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2828);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Udang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara
dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman
yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6485);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757),
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968
tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9
Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di
Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan Tata Cara  Penyusunan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);
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Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun
2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 228);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 496);

Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 18 Tahun
2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Provinsi Bengkulu Tahun 2022 ( Berita Daerah
Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 19};

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Bengkulu Utara Tahun 2006-2026 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2008
Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun
2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu
Utara Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016
Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu
Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu
Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016
Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020
Nomor 3);



30. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor
2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 19
TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2022.
Pasal I
Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 19
Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu
Utara Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021
Nomor 19) diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal I
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 27 Juli 2022

BUPATI BENGKULU UTARA,
ttd
MIAN

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 28 Juli 2022

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd
DODI HARDINATA
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2022 NOMOR 24

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setd Bengkulu Utara

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196407051988031010



BAB VI
PENUTUP

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi
pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan antara Perangkat
Daerah, telah dilaksanakan proses musyawarah antar pelaku
pembangunan melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan
atau Musrenbang, seperti Musrenbang Desa, Kecamatan, Kabupaten,
Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus), Musrenbang
Provinsi, dan Musrenbang Nasional (Musrenbangnas).

Perubahan RKPD Tahun 2022, merupakan acuan bagi Pemerintah
Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai
sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan daerah yang
berkelanjutan. Sehubungan dengan itu, ditetapkan kaidah-kaidah
pelaksanaan Perubahan RKPD 2022, sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, serta masyarakat
termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-
program Perubahan RKPD Tahun 2022 dengan sebaik-baiknya;

2. Bagi Pemerintah Daerah, Perubahan RKPD Tahun 2022 menjadi
acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik berupa
kerangka regulasi maupun kerangka investasi pemerintah dan
pelayanan umum dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Perubahan Tahun Anggaran 2022. Untuk mengupayakan
keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap
program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing
Perangkat Daerah perlu menyempurnakan Rencana Kerja (Renja)
Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagai berikut:

a. Uraian rencana penggunaan APBD Perubahan Tahun Anggaran
2022, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas
pembangunan daerah yang berupa kerangka regulasi sesuai
dengan kewenangannya;

b. Uraian rencana penggunaan APBD Perubahan Tahun Anggaran
2022, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas
pembangunan daerah, yang berupa kerangka investasi
pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan
kewenangannya;

3. Pelaksanaan rencana tindak yang tertuang dalam Perubahan RKPD
ini wajib mengikuti prinsip-prinsip pengarusutamaan yaitu: (1)
pengarusutamaan pembangunan daerah yang berkelanjutan; (2)
pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik;

4. Masyarakat luas dapat berperan serta seluas-luasnya dalam
perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya dituangkan
dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan
pendanaan pembangunan, masyarakat luas dan dunia usaha dapat
berperan serta dalam pelaksanaan program-program pembangunan
berdasarkan rancangan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang
bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

5. Dalam rangka mendukung target kinerja pembangunan daerah,
Pemerintah Daerah menghimbau perusahaan-perusahaan berperan
aktif dalam pembangunan daerah melalui Program Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) sesuai dengan Peraturan
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Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perusahaan;

6. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap Perangkat
Daerah wajib melakukan pemantauan dan pengendalian
pelaksanaan program dan kegiatan, melakukan tindakan koreksi
yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan dan
pengendalian secara berkala kepada Bupati Bengkulu Utara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bengkulu
Utara, baik berupa upaya pemecahan masalah maupun pengembangan
dan penggalian potensi daerah bukan merupakan hasil kerja pemerintah
daerah semata, namun juga berkat dukungan, kerjasama dan peran
serta masyarakat termasuk pihak swasta dalam proses pembangunan,
sehingga visi pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara dapat terwujud.
Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara mengajak seluruh
pemangku kepentingan bersama-sama mewujudkan pembangunan yang
telah direncanakan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten
Bengkulu Utara.

BUPATI BENGKULU UTARA,
ttd

MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara

ZULKARNAIN
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196407051988031010
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